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ABSTRACT 

This study analyzes the influence of a digital tax administration system, anti-corruption 

perceptions, and government spending on tax compliance among Micro, Small, and Medium 

Enterprises (MSMEs). Tax compliance is crucial in supporting state revenue, particularly from 

the MSME sector, which is the backbone of the national economy. The quantitative method used 

in this study was a questionnaire. The sampling technique used in this study was the MSMEs in 

Tegal City. In total, 128 MSMEs were obtained. The analysis used Multiple regression analysis 

was performed using SPSS software. The results show that the digital tax administration system 

has a positive effect on MSME tax compliance, reflecting the importance of digitalization in 

improving the efficiency and transparency of tax services. Furthermore, anti-corruption 

perceptions also proved to have a significant effect, indicating that trust in government integrity 

is a determining factor for tax compliance. Government spending on public services also 

contributes to tax compliance along with increased perceptions of tax benefits among MSMEs. 

These findings emphasize the importance of administrative reform, increased transparency, and 

accountability in tax management to encourage better tax participation in the MSME sector. 

 

Keywords: tax compliance, MSMEs, digital tax administration system, anti-corruption 

perception, government spending. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini masih menggunakan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. 

Pendapatan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan belanja negara seperti pengeluaran 

Aparatur Sipil Negara, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan pembangunan nasional serta 

pengeluaran lainnya. Sehingga pemungutan pajak diharapkan memberikan kemudahan dalam 

pelayanan, pembayaran dan pelaporan (Chen et al., 2021).  Dengan demikian, sistem perpajakan 

tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat 

menjadi faktor penting dalam menjamin keberlangsungan fiskal dan efektivitas fungsi negara  

(Mallawa & Damayanti, 2023). 

Di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih jauh dari optimal. Data dari  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan tax ratio Indonesia pada 2024 tercatat hanya 

sebesar 10,08%. Angka itu menurun bila dibandingkan dengan tax ratio 2023 yang mencapai 

10,31%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan 

realisasi penerimaan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh penghindaran pajak (Tax 

ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fokusemba


 

 MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK: 
PERAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DIGITAL, PERSEPSI ANTI KORUPSI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH 

Ibnu Muttaqin, Heni Risnawati, Panca Wahyuningsih 

138 

Avoidance), Penggelapan pajak (tax evasion), maupun karena lemahnya kesadaran dan moral 

pajak di kalangan wajib pajak.  

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya moral pajak (tax morale), yaitu sikap 

psikologis dan etis individu dalam memandang kewajiban membayar pajak . Banyak masyarakat 

yang merasa keberatan dalam membayar pajak karena adanya persepsi bahwa pajak tidak kembali 

dalam bentuk pelayanan yang memadai, hal ini karena ketidakpercayaan terhadap integritas 

lembaga negara yang mengelola keuangan publik. Seperti adanya kasus-kasus korupsi di lembaga 

perpajakan.  Ketika pengelola dana publik tidak transparan, akan memperkuat ketidakpercayaan 

ini dan semakin melemahkan semangat kepatuhan sukarela. 

Menanggapi beragam tantangan dalam administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah 

membangun Core Tax Administration System (CTAS) sebagai sistem inti digital yang mencakup 

seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak, 

hingga penagihan dengan tujuan memperkuat efisiensi dan integrasi data di seluruh kanal layanan 

pajak dan proses pelayanan pajak menjadi lebih cepat, transparan dan meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap institusi perpajakan (Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, 2025). Salah satu 

fitur utama CTAS adalah efiling, yang memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan pajak 

secara online tanpa harus hadir di Kantor Pelayanan Pajak, serta mendukung penggunaan 

interoperabilitas data dan analitik big data dalam memperkuat kepatuhan. Tantangan yang terjadi 

dari berbagai aspek, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi informasi dikantorm pajak 

Daerah, keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia DJP dalam mengoperasikan sistem baru. 

Kemudian membutuhkan pemahaman dan adaptasi wajib pajak yang belum merata, khususnya 

UMKM dan individu yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, proses migrasi data dari 

sistem lama ke sistem baru juga menghadapi risiko kehilangan data atau ketidaksesuaian 

informasi (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). 

Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah menghadirkan tantangan baru dalam 

sistem pemungutan pajak. Transaksi berbasis teknologi, khususnya yang bersifat lintas wilayah 

dan tidak tercatat secara konvensional, menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pelacakan 

dan pengenaan pajak secara efektif. Tantangan ini semakin kompleks di wilayah pedesaan yang 

masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan aktivitas ekonomi formal yang rendah, 

sehingga memperlebar kesenjangan kepatuhan pajak antara daerah perkotaan dan pedesaan 

(Arianty, 2024). Selain itu, ketegangan yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai 

kewenangan pemungutan pajak juga menjadi sumber permasalahan tersendiri. 

Ketidakharmonisan regulasi dan tumpang tindih wewenang perpajakan menimbulkan potensi 

kebocoran penerimaan negara serta risiko terjadinya pengenaan pajak berganda (double taxation), 

yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem perpajakan nasional  (Putri, D. H., & Andini, 

2023). 

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak yakni persepsi terhadap korupsi dalam 

institusi pemerintah. Tingginya persepsi mengenai penyalahgunaan dana pajak dapat mengurangi 

kepercayaan pajak, karena individu merasa kontribusi mereka tidak digunakan dengan semestinya 

(Jahnke, 2017). Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak yang sering disebabkan 

oleh pelayanan yang kurang memadai dan minimnya transparansi, juga menjadi hambatan 

signifikan dalam membangun motivasi wajib pajak untuk patuh (Pakpahan & Setiono, 2024). 

(Horodnic, 2018) menyatakan bahwa kepercayaan, baik terhadap pemerintah (vertikal) maupun 

antar warga negara (horizontal), memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

Pada sisi lain, persepsi korupsi dan ketidakadilan dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan 

motivasi wajib pajak untuk patuh. 

Korupsi dalam sistem perpajakan, khususnya oleh "mafia pajak", terus menghambat 

penerimaan negara dan merusak kepercayaan publik (Setiawan & Fikri, 2024). Untuk 

mengatasinya, para ahli menyarankan sanksi sosial dan penyitaan aset sebagai langkah 

pencegahan (Ilyas, H. T., Devano, S. D., & Herdianti, 2025). Namun, lemahnya regulasi terutama 

terkait transaksi digital dan lintas negara, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas 

memperburuk kondisi tersebut dan menegaskan perlunya reformasi menyeluruh (Arianty, 2024). 

Persepsi terhadap korupsi menjadi sangat penting ketika prinsip-prinsip akuntabilitas dan 
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keadilan terus berkurang. Kondisi tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang 

bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atas pajak negara dan 

menimbulkan krisis kepercayaan wajib pajak kepada institusi terkait dalam membayarkan 

pajaknya (Augustine & Enyi, 2020). 

Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena 

individu cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka jika mereka percaya bahwa kontribusi 

mereka dialokasikan secara efektif dan untuk kepentingan publik, sedangkan persepsi 

pengeluaran yang boros atau korup dapat mengurangi kepatuhan. (Abdu & Adem, 2023) . Wajib 

pajak melihat pengeluaran pemerintah sebagai sesuatu yang mereka peroleh sebagai imbalan dari 

pajak. Mereka merasa puas dengan kontribusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, 

yang memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Nugraha, 2019). 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui 

implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dan e-filing memiliki pengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Ilyas et al. (2025) menemukan bahwa penerapan 

CTAS mempermudah pelaporan dan mempercepat proses administrasi, sehingga mendorong 

kepatuhan secara lebih luas. Temuan serupa dikemukakan oleh Arianty (2024), yang menegaskan 

bahwa sistem e-filing mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta memperkuat 

akuntabilitas fiskus. Selain itu, transparansi sistem perpajakan turut berkontribusi terhadap 

peningkatan kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela, sebagaimana ditunjukkan oleh Putri dan 

Andini (2023). Di sisi lain, pendekatan antikorupsi seperti sanksi sosial dan penyitaan aset juga 

terbukti efektif dalam mencegah praktik manipulatif di lingkungan perpajakan  (Mukoffi et al., 

2022) Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti Big Data Analytics turut memperkuat pemantauan 

terhadap perilaku wajib pajak  (Fajriyah, 2025). 

Selain faktor internal perpajakan, pengeluaran pemerintah juga terbukti berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak. Penelitian oleh (Harahap, A. M., & Wardani, 2024), menyatakan 

bahwa persepsi positif wajib pajak terhadap pengeluaran pemerintah, terutama dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meningkatkan rasa kewajiban moral dan kesediaan 

untuk membayar pajak. Ketika masyarakat melihat manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan, 

tingkat kepatuhan cenderung meningkat karena adanya persepsi keadilan fiskal. Hal ini sejalan 

dengan teori fiscal exchange, yang menyatakan bahwa kepatuhan meningkat saat wajib pajak 

merasa mendapatkan imbal balik dari kontribusinya kepada negara. 

Dalam mengatasi tantangan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan terkoordinasi yang 

holistik. Pendekatan yang dilakukan termasuk modernisasi berkelanjutan dari sistem administrasi 

perpajakan, memperkuat mekanisme transparansi, mengambil tindakan tegas terhadap korupsi, 

dan menyelaraskan kewenangan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi 

pengembangan UMKM maju dan perlu adanya dukungan dari pemerintah. Dari uraian di atas, 

sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan kepatuhan wajib pajak pada 

UMKM yang berada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Tegal. 

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Sistem administrasi pajak digital memainkan peran penting dalam mengurangi 

penghindaran pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan 

memanfaatkan teknologi, sistem ini memperlancar proses pengajuan pajak, menjadikannya lebih 

efisien dan transparan. Mereka mengotomatisasi perhitungan, mengurangi kesalahan manusia, 

dan menyediakan pelacakan transaksi keuangan secara real-time. Peningkatan visibilitas ini 

membuat lebih sulit bagi UMKM untuk melaporkan pendapatan secara kurang atau melebih-

lebihkan pengeluaran. Selain itu, sistem digital memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan 

audit yang lebih efektif dan mencocokkan data dari berbagai sumber, meningkatkan kemampuan 

mereka untuk mendeteksi ketidaksesuaian. (Michael, A., & Widjaja, 2024). Kemudahan 

penggunaan dan aksesibilitas platform digital juga mendorong kepatuhan sukarela di antara 

UMKM, karena mereka menyederhanakan tugas pelaporan pajak yang seringkali kompleks. 
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Penerapan sistem administrasi pajak digital menciptakan lingkungan pajak yang lebih tangguh 

dan akuntabel, secara signifikan mengurangi peluang penghindaran pajak di antara UMKM. (Ván, 

2025). UMKM masih menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam pendaftaran, biaya 

pengajuan laporan, dan prosedur pembayaran. Dukungan, bimbingan, dan penyederhanaan 

persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM. (Khairunnisa et al., 2025; Monachan et al., 

2024). Studi empiris telah menunjukkan bahwa sistem pajak digital dapat meningkatkan kinerja 

bisnis, efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas bagi UMKM. Namun, beban 

kepatuhan terkadang dapat berdampak negatif pada kinerja, yang menunjukkan perlunya 

kebijakan pajak yang seimbang dan mendukung. (Bhalla et al., 2023). Judijanto (2025), 

menekankan bahwa sistem integrasi digital dengan pencatatan transaksi keuangan mendorong 

pengawasan yang lebih akurat, sehingga menerangi potensi praktik penghindaran pajak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama sebagai berikut : 

H1 :  Sistem Administrasi Pajak Digital Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Pengaruh Persepsi Anti Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Persepsi anti korupsi memainkan peran penting dalam meningkatkan moral pajak dan 

kepatuhan di negara-negara berkembang. Dengan mengatasi korupsi sistemik dan 

mempromosikan transparansi, inisiatif ini membangun rasa percaya antara warga dan institusi 

pemerintah. Peningkatan kepercayaan ini mengarah pada persepsi yang lebih baik tentang 

keadilan dalam sistem pajak, mendorong individu dan bisnis untuk memenuhi kewajiban pajak 

mereka. Lebih jauh, langkah-langkah anti-korupsi sering melibatkan penguatan kerangka 

institusional dan penerapan proses pengumpulan pajak yang lebih efisien, yang mengurangi 

peluang untuk penyuapan dan penghindaran pajak. (Hsu, 2024).  Wajib pajak lebih cenderung 

melihat kontribusi mereka sebagai bermanfaat untuk pengembangan masyarakat daripada 

keuntungan pribadi bagi pejabat korup. Namun, efektivitas persepsi ini dapat bervariasi 

tergantung pada faktor-faktor seperti norma budaya, kemauan politik, dan kapasitas lembaga 

penegak hukum. Meskipun demikian, ketika berhasil dilaksanakan, upaya anti-korupsi dapat 

secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak dan berkontribusi pada kesehatan fiskal 

keseluruhan dari ekonomi yang berkembang. (Boly, et al., 2025). Layanan publik digital juga 

dapat berperan dalam memerangi korupsi dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan 

meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya bagi pengusaha (Fanea-Ivanovici et al., 2019). 

Tingkat korupsi yang dianggap tinggi, termasuk korupsi umum, besar, dan spesifik pajak, 

mengurangi niat wajib pajak untuk melaporkan pendapatan yang sebenarnya dan memenuhi 

kewajiban pajak secara sukarela (Seidu et al., 2024). Sementara korupsi mengurangi kepatuhan 

sukarela, secara paradoks dapat meningkatkan kepatuhan yang ditegakkan melalui paksaan dan 

ancaman sanksi. Ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak mungkin tidak sukarela 

mematuhi karena korupsi, mereka mungkin masih mematuhi saat dihadapkan pada langkah 

penegakan yang ketat (Seidu et al., 2024). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua sebagai berikut : 

H2 :  Persepsi Anti Korupsi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak 

Pengeluaran pemerintah yang ditargetkan pada layanan publik dapat secara signifikan 

meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di antara wajib pajak. Ketika individu merasa bahwa 

kontribusi pajak mereka digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur publik, 

perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan penting lainnya, mereka lebih cenderung dengan 

sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka. Hubungan positif ini antara pengeluaran pemerintah 

dan kepatuhan pajak, di mana wajib pajak memandang pembayaran mereka sebagai manfaat yang 

mereka terima dari layanan publik. (Schneider, A., & Touchton, 2019).  Selain itu, alokasi 

pendapatan pajak yang transparan dan efisien untuk proyek-proyek yang terlihat dan berdampak 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, yang lebih lanjut 

mendorong kepatuhan sukarela. Dengan menunjukkan hubungan yang jelas antara pengumpulan 
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pajak dan perbaikan nyata dalam kualitas hidup masyarakat, pemerintah dapat menciptakan siklus 

positif dari peningkatan kepatuhan dan peningkatan pelayanan publik, yang pada akhirnya 

memperkuat kontrak sosial antara negara dan warganya. (Mailantika et al., 2024). Pengeluaran 

pemerintah yang transparan dan terarah memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak melihat manfaat nyata dari dana publik, seperti layanan 

kesehatan atau infrastruktur, mereka lebih mungkin untuk mematuhi pajak secara sukarela. 

(Falsetta, D., Schafer, J. K., & Tsakumis, 2024). Persepsi terhadap pengeluaran pemerintah adalah 

faktor penentu penting dari kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pengeluaran 

pemerintah adil dan merata, kepatuhan mereka meningkat. Sebaliknya, jika mereka memandang 

pengeluaran pemerintah sebagai tidak efisien atau tidak adil, kepatuhan cenderung menurun. 

(Engida & Baisa, 2014). Ini menunjukkan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengeluaran 

pemerintah sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak. Pembuat kebijakan harus fokus 

pada peningkatan efisiensi dan transparansi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak. Strategi yang menyelaraskan pengeluaran pemerintah dengan preferensi 

pembayar pajak dan menunjukkan manfaat nyata dari kontribusi pajak dapat mendorong basis 

pembayar pajak yang lebih patuh.   (Falsetta et al., 2024) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga sebagai berikut : 

H3 :  Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Kerangka Penelitian  

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data 

bersumber dari data primer. Pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner yang digunakan 

menggunakan skala likert dari 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. 

Teknik pengambilan sampel. Obyek penelitian ini adalah UMKM di kabupaten Tegal. Total 

sampel diperoleh 128 UMKM. Variabel penelitian ini terbagi menjadi variabel bebas dan Variabel 

terikat. Variabel bebas terdiri dari sistem administrasi pajak digital (X1), Persepsi anti korupsi 

(X2), Pengeluaran Pemerintah (X3). Variabel terikat penelitian ini yaitu Kepatuhan Pajak (Y). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:  

Tabel 1 Hasil uji parsial (Uji T) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.855 4.581  6.081 .000 

Sistem Administrasi Pajak Digital .210 .074 .243 2.853 .005 

Persepsi Anti Korupsi .440 .204 .267 2.157 .033 

Pengeluaran Pemerintah .507 .152 .426 3.347 .001 

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Pajak 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa ketiga variabel bebas, 

yaitu sistem administrasi pajak digital, persepsi anti korupsi, dan pengeluaran pemerintah, 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tegal. Hal ini didukung dengan 

data hasil uji Hipotesis 1 yang diperoleh nilai signifikansi 0,005, nilai ini lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian hasil ini berarti bahwa hipotesis 1 diterima yang berarti bahwa sistem 

administrasi pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji Hipotesis 2 

diperoleh nilai signifikansi 0.033, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 2 

diterima yang berarti bahwa persepsi anti korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Hasil uji Hipotesis 3 diperoleh nilai signifikansi 0,001, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian hasil pengujian hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .429a .184 .164 3.46444 

a. Predictors: (Constant), Sistem Adminstrasi Pajak Digital, Persepsi Anti Korupsi, 

Pengeluaran Pemerintah 

Berdasarkan Tabel 2, maka diperoleh Nilai R Square sebesar 0,184. Hasil ini menunjukkan 

bahwa 18,4% kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sistem administrasi pajak digital, persepsi anti 

korupsi, dan pengeluaran pemerintah.  

Pembahasan 

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak UMKM  

Modernisasi sistem administrasi pajak meningkatkan transparansi dan efisiensi, yang pada 

gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Di Indonesia, di mana integrasi 

sanksi pajak, modernisasi administrasi, dan reformasi kebijakan telah menyederhanakan 

kepatuhan bagi MSME digital, yang mengarah pada pelaporan pajak yang lebih baik.  (Sibarani 

et al., 2024). Penerapan sistem pajak digital, seperti Jaringan Pajak Barang dan Jasa di India, telah 

mengarah pada kepatuhan, menghemat waktu produktif bagi UMKM dan meningkatkan kinerja 

operasional mereka. Pergeseran teknologi ini juga telah mengurangi biaya keseluruhan 

perusahaan dan meningkatkan kinerja operasional mereka. (Bhalla et al., 2024; Umakanth et al., 

2024) . Di Peru, adopsi sistem faktur elektronik telah secara signifikan memfasilitasi proses 

perpajakan, mengurangi biaya, dan menyederhanakan operasi administrasi dan akuntansi untuk 

UMKM. Sistem ini juga telah membantu memerangi penghindaran pajak, mengurangi 

informalitas, dan mencegah pemalsuan bukti pembayaran. (Grijalva Salazar et al., 2023). 

Di Vietnam, sistem perpajakan elektronik telah secara signifikan meningkatkan kepatuhan 

pajak dengan membuat prosedur pajak lebih transparan dan efisien. Kemudahan penggunaan 

sistem ini dan kegunaan yang dianggap positif telah mempengaruhi adopsi sistem perpajakan 
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elektronik, yang mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.   (Nguyen et al., 2024) (Hung 

et al., 2024). Sistem pajak elektronik telah terbukti memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah di Vietnam. (Nguyen et al., 2024). 

Pengembangan keuangan digital telah terbukti mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak oleh 

usaha kecil, yang menunjukkan dampak positif pada kepatuhan pajak. (Ouyang et al., 2023). 

Kesimpulannya, pengaruh sistem administrasi pajak digital terhadap kepatuhan pajak 

UMKM sangat signifikan, dengan modernisasi dan reformasi kebijakan memainkan peranan 

penting dalam meningkatkan kepatuhan. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam 

mengadopsi sistem administrasi pajak digital dapat diatasi melalui pembentukan hubungan yang 

kuat antara otoritas pajak dan UMKM serta penggunaan solusi teknologi digital. Manfaat 

potensial bagi otoritas pajak mencakup peningkatan pengumpulan pendapatan dan pengurangan 

biaya administrasi, sementara kontribusi sistem administrasi pajak digital terhadap efisiensi 

pengumpulan pajak terlihat dari dampak positif pada kepatuhan pajak di kalangan UMKM. 

Kompleksitas regulasi pajak dan sifat dinamis dari kategori pajak memerlukan pemahaman yang 

mendalam, yang sering kali melampaui kemampuan alat digital standar. Kompleksitas ini 

membuat sulit bagi UMKM untuk tetap patuh tanpa dukungan khusus. (Belahouaoui & Attak, 

2024). 

Pengaruh Persepsi Anti-corruption terhadap Kepatuhan Pajak UMKM 

Korupsi secara signifikan merusak moral dan kepatuhan pajak. Studi menunjukkan bahwa 

korupsi politik yang dipersepsikan mengurangi moral pajak dan niat kepatuhan di antara bisnis 

swasta (Agbanyo et al., 2024). Demikian pula, korupsi kecil mengikis moral pajak, terutama di 

daerah di mana lebih sedikit orang yang terpengaruh olehnya. (Jahnke & Weisser, 2019). Skandal 

korupsi dapat merusak kepercayaan pada otoritas pajak, yang mengarah pada penurunan 

kepatuhan pajak sukarela. (Bartha & Boda, 2024). 

Meningkatkan kualitas tata kelola dan mengurangi korupsi adalah penting untuk 

meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak di negara-negara berkembang. Tata kelola yang 

efektif dan sistem peradilan yang ketat dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan 

administrasi pajak (Arif & Rawat, 2018). Penegakan administrasi pajak yang lebih baik ditambah 

dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan pajak dapat meningkatkan 

moral pajak dan kepatuhan (Sebele-Mpofu, 2020). Program anti-korupsi, jika diimplementasikan 

secara efektif, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, 

efektivitas program-program ini bervariasi, dan mereka harus dirancang untuk benar-benar 

mencegah perilaku ilegal daripada sekadar menjadi formalitas. (Moscariello et al., 2024). 

Korupsi yang dipersepsikan menurunkan moral pajak, yaitu motivasi intrinsik untuk 

membayar pajak, dan penurunan moral pajak ini semakin mengurangi niat untuk mematuhi. 

(Agbanyo et al., 2024). Kepercayaan terhadap administrasi pajak dan pemerintah memainkan 

peran yang sangat penting. Ketika korupsi dianggap tinggi, kepercayaan akan menurun, yang 

mengarah pada kepatuhan yang lebih rendah. (Nyende, 2024). Perbedaan lintas negara dalam 

persepsi kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan institusi, korupsi, dan demokrasi 

(Djahini-Afawoubo, 2024). Memerangi korupsi, terutama korupsi besar, sangat penting untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Rosid et al., 2016). Pemerintah harus fokus pada 

penciptaan administrasi pajak yang jujur dan transparan untuk meningkatkan persepsi tentang 

keadilan pajak dan kepatuhan.   (Nyende, 2024). 

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM  

Dukungan wajib pajak terhadap bagaimana uang pajak dibelanjakan secara signifikan 

mempengaruhi keputusan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak mendukung pengeluaran 

pemerintah untuk program kesejahteraan seperti layanan kesehatan, kepatuhan meningkat 

terlepas dari probabilitas audit. Sebaliknya, kurangnya dukungan untuk program pemerintah 

mengarah pada rendahnya kepatuhan, bahkan dengan tingkat audit yang tinggi (Falsetta et al., 

2024). Ini menunjukkan bahwa menyelaraskan kepentingan wajib pajak dengan prioritas 

pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Sistem administrasi pajak yang 
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kuat dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah merupakan pendorong utama 

kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pemerintah yang lemah berkontribusi pada perilaku tidak 

patuh (Reddy et al., 2024). Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik dan memastikan tata 

kelola yang efektif sangat penting untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. 

Individu yang memiliki pengalaman positif dengan penyampaian layanan negara lebih 

cenderung mengadopsi norma-norma kepatuhan dan mengungkapkan keyakinan akan kewajiban 

untuk membayar pajak. Mekanisme pertukaran fiskal ini menunjukkan bahwa penyediaan 

layanan negara yang efektif dapat mendorong kepatuhan sukarela. (Bodea & LeBas, 2014). 

Pengeluaran pemerintah untuk layanan publik mempengaruhi moral pajak. Layanan yang 

memenuhi kebutuhan individu lebih efektif dalam meningkatkan moral pajak dibandingkan 

dengan layanan yang menangani kebutuhan kolektif. Hubungan antara penyampaian layanan dan 

sikap terhadap pajak ini menyoroti pentingnya pengeluaran yang terarah untuk layanan publik 

guna meningkatkan kepatuhan sukarela. (Olawole, 2023). 

Administrasi pajak yang efektif dan akuntabilitas dalam pengeluaran pemerintah 

mendorong kepatuhan sukarela di antara wajib pajak  (Reddy et al., 2024). Kepercayaan dalam 

efisiensi dan transparansi pengeluaran pemerintah sangat penting. Tingkat kepercayaan yang 

tinggi terhadap pemerintah dan otoritas pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih 

tinggi. (Trifan et al., 2023). Pajak penghasilan tinggi lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban 

pajak jika mereka mendukung bagaimana pemerintah menghabiskan pendapatan pajak. Misalnya, 

kepatuhan meningkat ketika wajib pajak percaya bahwa kontribusi mereka digunakan secara 

efektif untuk program kesejahteraan seperti layanan kesehatan, terlepas dari kemungkinan audit   

(Falsetta et al., 2024). Persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan dan 

pengeluaran pemerintah secara signifikan mempengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak 

menganggap sistem tersebut adil dan pengeluaran tersebut wajar, mereka cenderung lebih patuh.   

(Engida & Baisa, 2014). 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sistem administrasi pajak digital berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak UMKM 

b. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan persepsi anti korupsi berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak UMKM 

c. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak UMKM 
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